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cL.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWALI,

bahwa dengan berlakunya Undang—Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
retribusi  daerah  merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintahan daerah dalam meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan
kemandirian daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud padahuruf a, perlu menetapkan Peraturan

Dacrah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan bembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang
Pmﬁbentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3898), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawal



10.

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3964);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Republik Indonesia 1 Tahun 2004
tentang Perbenc[ahéraan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang

Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lémbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik -
Indonesia Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan  Pengelolaan = Lingkungan Hidup

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor



Ll

12.

13.

3

15.

16.

1_‘/—}0, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5059); -

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran |
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3838); |

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Léfnbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam.
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kepariwisataan;

Pefaturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Daya Tarik Wisata

Selancar;



-Menetapkan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARRAK
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAT
dan
'BUPATI KEPULAUAN MENTAWAL

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG = RETRIBUSI TEMPAT

REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 "y

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksué ‘déngan :

1.

2. Pemerintahan Daerah ad

Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

alah Penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
- tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas—
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik  Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati Kepulauan Mentawai
beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Daerah.
Bupati adalah BupatiKepulauan Mentawai.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga,
yang selanjutnya disebut Dinas Budparpora adalah Dinas
Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Ol%}graga Kabupaten

Kepulauan Mentawai.



7.

10.

11.

12.

13.

i

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha

dan pelayanan yang menyebablkan barang, fasilitas, atau

kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang

pribadi atau badan.

Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah
Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial

karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor

swasta.

Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga{,}rang selanjutnya
disebut Retribusi adalah Pembayaraﬁ atas pelayanan
tempat rekreasi, pariwisata, - dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola .oleh Pemerintah

Daerah.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di
bidang retribusi daerah sesuai dengan perundang-

undangan yang berlaku.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi

kolektif dan bentulk usaha tetap.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang
menurut paraturan  perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pemb:g:iyaran retribusi,

termasuk pemungut atau pemotong retribitsl tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang

mérupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari

Pemerintah Daerah.

=



14, Surat Setoran Retribusi

15.

16.

Daerah, yang  selanjutnya

disingkat SSRD  adalah bukti pembayaran atau

penyetoran retribusi  yang telah dilakukan dengan

formulir atau telah dilakukan dengan .cara lain ke kas

daerah melalui tempat yang telah clitunjﬁk oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang

menentuikan besarnya jumlah pokok: retribusi yang

terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok
retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan
pembayaran  pokok  retribusi, besarnya  sanksi

administratif, dan jumlah retribusi yang masih harus

~ dibayar.

17.

18.

19.

20.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan
retribusi yang menentukan kelebihan retribusi karena
jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi

yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surét Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya
disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan tagihan
retribusi dan/ atau sanksi administratil berupa

bunga/atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
pe.r:{ghipunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan
penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta

pengawasan penyetorannya.

Pemleriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang
dilaksanakan secara efektif, profesional berdasarkan -
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk



21.

22.

23,
24,

23,

26,

27,

tWuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
eh

peraturan perundang»undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang Tretribus; daerah
adalah  serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang
dengém bukti itu membuat lerang tindak pidana dj

bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan

tersangkanya.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung
dan/atau  kekeliruan dalam penefapan ketentuan
tertentu dalam peréturan perundang-undangan dibidang
retribusi  daerah  yang terdapat dalam  Surat
Pemberitahuan Retribusi Terutang, Surat Ketetapan
Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah

Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang

Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah .

Nihil, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar,
Surat Tagihan Retribusi Daerah, Surat Keputusan

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Kapal wisata selancar adalah kapal khusus yang

berfungsi sebagai alat transportasi peselancar.

Peselancar Domestik adalah, peselancar yang beridentitas
kewarganegaraan negara Republik Indonesia.

Peselancar Asing adalah peselancar yang beridentitas
kewarganegaraan asing atau bukan warga negara

Republik Indonesia.

Promosi memanfaatkan ombak selancar adalah aktifitas
pembuatan material promosi dan/atau iklan yang

tergolong eksklusif karena memanfaatkan daya tarik

wisata selancar.

Film komersial adalah karya sinema yang diproduksi
untuk tujuan komersial dengan memanfaatkan daya

laril wisata selancar.

.



28. Pembuatan film komersial selancar adalah aktifitas

pembuatan sinema film yang digolongkan ekslusif dengan

memanfaatkan daya tarik wisata selancar.

29.Video komersial adalah karya sinema vang diproduksi
untuk tujuan iklan dengan memanfaatkan daya tarik

wisata selancar.

30. Wisata Pantai adalah wisata yang memanfaatkan potensi
sumber daya alam pantai beserta komponen -

pendukungnya, baik alami maupun buatan atau

gabungan keduanya.

31. Tarif pengunjung wisata adalah retribusi yang dipungut
atau pungutan masuk terhadap wisatawan yang
berekreasi pada seluruh kawasan wisata dalam wilayah

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB II
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
B Pasal 2
' Dengén nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
dipungut Retribusi atas pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau

dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3
(1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan - olahraga yang disediakan, dimiliki

dan /atau dikelola oleh Pemerintah Daefah.

 (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi,
pari{visata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki,
dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,

BUMN, BUMD, dan pihak swasta,



Pasal ¢4 »
- Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau b

menggunakan/menikmati tempat rekreasi dan olahraga yang

disediékan/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi digolongkan sebagai jenis Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV ,
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA-
Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis

pelayanan yang diberikan.

BABV
PRINSIP DAN SASAR;%N DALAM PENETAPANTARIF
h | Pasal 7
(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif
- Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh

keuntungan yang layak.

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila
pelayanan Retribusi dilakukan secara efisien = dan

berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
Pasal 8
Struktur dan besarnya tarif Retribusi tercantum dalam
Lampiran yang-merupakan bagién tidak 'térpisahkan dari

Peraturan Daerah ini.

adan yang .

—e



BAB VII
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun
sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga

dan perkembangan perekonomian.

(3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada’

ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10 ,
Retribusi  yang terutang dipungut di wilayah daefah

Kabupaten Kepulauan Mentawai.

BAB IX
PEMANFAATAN
Pasal 11
(1) Pemanfaatan dari -penerimaan Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung

dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan
Retribusi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB X
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN,DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 12
(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat -
Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain

yang dipersamakan.



(2)

(S)

(6)

Dokumen lain yang dipersamaksdn sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 'I:E;‘chis, kupon,dan

kartu langganan.

Tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud
pada-ayat (1) dapat dilakukan melalui Kas Daerah atau
melalui Bendahara Penerimaan binas
Budparpora/Pembantu Bendahara Penerimaan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Budparpora atau terﬁpa’c '
lain yang ditunjuk oleh Bupati yang selanjutnya
disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24

jam.

Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran atau
penundaan pembayaran Retribusi dalam kurun waktu

tertentu.

Permohonan angsuran. atau penundaaan pembayarah
retribusi disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi
kepagg_BuEafiiusel_ammbat—lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja sejak tanggal penerbitan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD).

Permohonan sebagaimana dimaksud- pada ayat (S5)
sekurang-kurangnya disertai dengan ‘lampiran sebagai

berikut : .

a. keadaan keuangan peruisahaan atas dasar penilaian
instansi atau lembaga yangberwenang; dan

b. besarnya rétribusi yang terutang.

Bupati dapatA memberikan persetujuan paling lama 1
(satu) bulan sejak menerima permohonan surat
permohonan angsuran atau penundaaan pembayaran

retribusidengan ketentuan :

a.. angsﬁran pembayaran retribusi dilakukan maksimal 2

(dua) bulan sejak dikeluarkan persetujuan; dan

b. penundaan pembayaran retribusi dilakukan maksimal

1 (satu) bulan sejak dikeluarkan persetujgan.



(8) Apabila lewat waktu 1 (satu) bul

(1)

an Bupati tidak memberi
keputusan permohonan wajib Retribusi
dikabulkan.

dianggap

BAB X1
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 13

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan melalui APBD.

Tata cara pemberian dan pémanfaatan insentif
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

peraturan bupati.

BAB XII i
SANKSI ADMINISTRATIF - *
f’asai 14
Dsﬂam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat
péda waktunya atau kurang membayar, dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang
tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan

menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

BAB XIII
PENAGIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan penagihan retribusi didahului dengan surat
teguran.

Pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan 7 (tujuh)
hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan
mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat

lain yang sejenis.



Dalar_n jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat

teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis,
wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat teguran
lainnya yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada

ayat (1) dikeluarkan oleh bupati atau pejabat lain yang
ditunjuk. -

BAB XIV
KEBERATAN -
Pasal 16

"Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hariya

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.::.

Keberatan diajukan secara tertulés - dalambahasa
Indonesia dengan disertal alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling
lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib
Retribusidapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keberatan  yang  tidak  memenuhi  persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat.(3) tidak
dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak
dipertimbangkan. '

Pengajuan keberatan  tidak menunda  kewajiban
membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan
Retribusi. '

Pasal 17

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan
sejak  tanggal surat keberatan  diterima . harus
memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima
keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah
besarnya retribusi yang terutang.

Apébila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu
keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap

dilcabulkan.



(1)

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 18

Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi

dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada
Bupati. .

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak

diterimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada: ayat
(1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (2) telah dilampaui dan/Bupati tidak memberikan
suatu keputusan, ' permohonan pengembalian
pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB .
diterbitkan dalam jangka waktu paling lamal (satu)
bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi
lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untulk
melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKRDLB.

Pasal 19

Permohonan pengembalian kelebihan  pembayaran
Retribusi diajukan secara tertuliss kepada Bupati
sekurang-kurangnya menyebutkan:

a. nama dan alamat wajib retribusi;
b. masa retribusi;
c. besarnya kelebihan pembayaran; dan

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran
Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos
tercatat.,

Bukti penerimaan .oleh pejabat “daerah atau bukti
pengiriman pos tercatat -merupakan bukti saat
permohonan diterima bukti.

Pasal 20

Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan
menerbitkan surat perintah membayar kelebihan

Retribusi,



(2) Apabila kel

ebihan pembayaran Retribus; diperhitungkan
dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud
pasal 14 ayat (4) pembayaran dilaklﬁ{:{an dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahanbulkuan juga
berlaku sebagai bukti pembayaran.

wekid

BAB XVI
KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi
Kedaluwarsa sctelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali
apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaifnana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau

b.. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi,
baik langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (2) huruf a Kedaluwarsa penagihan
dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran
tersebit, :

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai
utangRetribusidan belum -melunasinya kepada
pemerintah daerah.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat
diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
wajib Retribusi. '

Pasal 22 _
Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah Kedaluwarsa
dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi
yang sudah Kedaliwarsa sebagaimana dimaksud pada -
ayat (1).
Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah
Kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.



BIAB' XVII
PEMERIKSAAN
" Pasal 23

Bupati berwenang . melakukan pemeriksaan untuk

menguji  kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi -

dderah  dalam rangka = melaksanakan peraturan

perundang-undangan Retribusi daerah.
Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen

lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang

terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki - tempat
atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan

bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata‘jcara pemeriksaan

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII
PENYIDIKAN
7 .Pasal 24
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus untuk
melalukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
daerah sebagaimana dimaksud dalam’ Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

Penyidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak

s



(4)

pidana di bidang Retribyusi Dg
atau laporan tersebut menjadi lengkap atay j.elas,'

b menelltl,‘mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai  orang pribadi atau badan tentang
kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan

dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

C. ~meminta keterangan dan barang bukti dari orang
pribadi atau hadan sehubungan dengan tindak
pidana di bidang Retribus;j Daerah;

d.  memeriksa buku-buku, catatan-catatan  dan
dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; :

€. melakukan pengeiedahan untuk memdapatkan
‘barang bulkti pembukuan, pencatatan dan dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang
bukti tersebut;

f.  meminta bantuan tenaga ahli” dalam rangka
pelaksanaan penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah,

g menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas seseorang, benda dan/atau dokumen yang
dibawa; '

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana Retribusi Daerah;

. © memanggil orang untuk didengarkan keterangannya
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;

k., ‘melakukan ~ tindakan lain yang perlu untuk
melakukan penyidikan tindak pidana Retribusi
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut -
Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik -
Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban
sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana



(LS

kuljungan paling l'ama 3 '(Tfiga) bulan atau pidana denda
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang
tidak atau kurang bayar.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaaan negara.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26 | |
Pada saat Peraturan Daerah ini mulﬁin berlaku, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 16
Tahun "2002 tentang Kepariwisataan dan Retribusi Objek
Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Tahun 2002 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan ‘Dacrah ini Idengan penempatannya

dalam Lembaran Daecrah Kabupaten Kepulau.an Mentawali.

Ditetaal.cm_%__r_;._i Tuapejat

Diundangkan di Tuapejat

pada tanggal 26 November 2015
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN ULAUAN MENTAWAI,

IFDIL GUSTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR: 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI PROVINSI
SUMATERA BARAT : (8/2015). .



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAL
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

{

UMUM

Undéhg—Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah mémberikan peluang bagi daerah =
mengembangkan sumber — sumber pendapatan daerah yang peﬁting guna" |
membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah.Undang-Undang dimaksud
membagi sumber pendapatan khususnya retribusi dalam bentuk jasa
umum, jasa -usaha dan -perizinan tertentu. Salah satu hal penting bagi
Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah ditetapkannya retribusi tempat

rekreasi dan olahragake dalam kelompok retribusi jasa usaha.

Tempat rekreasi merupakan potensi pariwisata yang dimiliki oleh
Kabupaten Kepulauan Mentawai.Potensi pariwisata tersebar diseluruh

wilayah d'iantaranya,potensi wisata bahari, alam dan budaya.

Seluruh potensi pariwisata tersebut merupakan sektor unggulan yang
dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan pendapatan bagi Kabupaten
Kepulauan Mentawai.Indikasi dari potensi tempat rekreaéi pariwisafaitu
terlihat dari intensitas kunjungan wisatawan mancanegara yang setiap
tahunnya cenderung meningkat berkisar antara 3000 s;;éfnpai 4000 orang
(Sumber: DISBUDPARPORA Kab. Kep.Mentawai, 2012).

Sébagian besar dari kunjungan wisatawan ke Kepulauan Mentawai
bertujuan berekreasi selancar.Rekreasi selancar sudah sejak puluhan
tahun menjadi ikon bagi Kepu_lauanrMentawai.Sampai sekarang rekreasi
selancarsebagai bagian dari wisata bahari telah ikut memacu tumbuhnya
investasi pada scktor usaha dan jasa kepariwisataan di Kepulauan

Mentawal.

Jenis wisata bahari lainnya adalah rekreasi pantai dan rekreasi
menyelam. Wisata rekreasi paritai mayoritas diminati kalangan non

o
peselancar. %



II.

Daya tarik wisata rek

§easi pantai terletak pada keindahan pasir pantai yang
putih dan hamparari’ air laut yang biru dan jernih.Dengan topografi yang

landai dan luas dapat memuaskan wisatawan untuk berekreasi sambil
berolahraga di pantai.

Keindahan panorama terumbu karang di bawah laut dan keanekaragaman
jenis ikan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan rekreasi
menyelam.Keragaman potensi pariwisata pada tempat rekreasi yang
dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan objek retribusi

yang perlu ditetapkan dalam sebuah Peraturan Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

. Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal & Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas i |

Pasal.11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

‘Pasal 14 Cukup jelas

“Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16

1
£l s

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang
terjadi'i'di luar kehendak subjek retribusi dan tidak dapat
diperkirakan  sebelumnya  sehingga kewajiban  yang
dibebankan terhadapnya menjadi tidak dapat dipenuhi. Yang
digolongkan kepada keadaan di luar kekuasannya adalah:
a. Bencana alam, antara lain: gempa bumi, tsunami, gunung

-meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.



Bencana non alam, antara.lain berupa gagal teknologi,
epidemik, d_an penyakit menular,
c. Bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
d. Pemogokan.
e. Kebakaran dan/atau gangguan industri lainnya.
Ayat (4) C;leup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Pasal 17 Cukup jelas
Pasal 18 Cukup jelas
Pasal 19 Cukup jelas
Pasal 20 Cukup jelas
Pasal 21 Cukup jelas
Pasal 22 Cukup jelas
Pasal 23 Cukup jelas
Pasal 24 Cukup jelas
Pasal 25 Cukup jelas
Pasal 26 Cukup jelas
Pasal 27 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR: 8 | - “%/



) Lﬂ]ﬂpﬂ a7 .- Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Nomor : 8 Tahun 2015
Tanggal : 26 November 2015
Tentang : Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

No | OBJEK RETRIBUSI _ RE%%%%RQPERP) SATUAN
A | Tarif masuk tempat rekreasi wisata selancar :
1. Peselancar
a. Peselancar Mancanegara 1.000.000,- | Per Orang/Kunjungan
b. Pesclancar Nusantara ' ' 100.000,- | Per Orang/kunjungan
1 5. | Produksi film dan video komersil selancar
l \ a. | Mancanegara _ ] :
l 1. Film komersial Event \ 20.000.000,- ] Produksi
' — | 2. Video komersial Iklan ‘\ 20.000.000,- \ Produksi
| 3. Film komersial Non Event ‘ 20.000.000,- \ Produlksi
l b. \ Nusantara ‘ ‘
1. Film komersial Event l 5.000.000,- | Produksi
2. Video komersial Iklan . 5.000.000,- | Produksi
3. Film komersial Non Event 5.000.000,- | Produksi

B. l Tarif masuk tempat rekreasi wisata pantai :

| 1 l Pengunjung - . .

l Wisatawan mancanegara 30.000,- l Per Orang/Kunjungan
‘ Wisatawan nusantara 5.000,- ‘ Per Orang/Kunjungan

a.
b.
Transportasi wisata diatas air
a.

‘ Kapal motor s/d 40 PK 10.000,- l Trip

|
|
|
|
|

b.

] Kapal motor 50 s/d 80 PK 30.000,- | Trip

c
Produksi film dan video komersial
a

|

\ Mancanegara

|
3
i
|

L Fim Komersial 7,000,000, - | Produksi

2. Video komersial 6.000.000,- ‘ Produksi

l

Tl

l Kapal motor diatas 80 PK ] 50.000,- l Trip

|
|
_l
|
|

5 | Nusantara
T Film komersial 4,000.000,- | Produksi
2, Video komersial ' ) 73.000.000,- | Produksi
(g4 ‘ Tarif masuk areal kawasan wisata selam )
| 1. | Wisatawan mancanegara l 150.000,- l Per Orang/Kunjungan
l 2 l Wisatawan nusantara j 50.0?,- [ Per Oraﬁg/‘Kunjungan

o
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10 ;iSi Selatan P. B'ank Faults & Kanan -1.8498 00,2548
yangnyang Nipussy

12 | Sisi be;rgt laut Pulau | Burger world Kanan -1.8365 |99.1521
Koranilki

13 | Sisi Selatan Pulau Burger world Kiri -1.8315 99.1413

' Koraniki :

14 | Barat daya Pulau E-bay Kanan ~1.8331 99.2508
Nyangnyang

15 | Barat Daya Pulau E-bay Kiri -1.8290 99.2508
Nyangnyang

16 Barat Daya Pul;au Bang-bang Kiri -1.8198 99.2571
Nyangnyang :

17 | Barat Daya Pulau Hideaway Kiri -1,8133 99,2620
Nyangnyang

18 | Ujung Tanjung Malilimok Kiri -1,7561 99.2870

' Selatan P. Beusag

19 | P. Karamajat Kecil Karamajat K_ecill Kanan -1.9083 99,3142

20 ' | Pulau Kéramajat Karamajat Besar -1.9027 99.3115
Besar

21 | Pulau Pasir Pulau Pasir Kanan. . -1.8933 99,3121

22 | Karamajat | Karamajat , ; -1.8932 99,3011

| .

23 | Pulau Mainu Baby Kandui Kiri S +-1.8603 | 99.3046

24 Pulau Mainu Nipusi Kiri ;-1.8373 99.3006

25 | Pulau Botik Nipusi | Kapan -1.8463 | 99.2661

26 | Pulau Muaro Limo Muaro Limo Kanan -1.7880 99,2494

27 | Pulau Libbut Libbut Left Kiri 1 [-1.7599 | 99.2806

28 | Pulau Libbut : Libbut Right Kanan .-1.7589 99.2891

Kecamatan Siberui_t Barat : ; : ‘ : ‘
NO. LOKASI NAMA OMBAK | JENIS OMBAK | LINTANG | ' BUJUR
1 Dusun Sakaladdat Sakaladdat 2 - -

Buﬁﬁ"" R NIJAN MENTAWAI
/’%ﬂm 2




